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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa tahun belakangan ini perkembarigamorai di
berbagai negara berkembang pesat. Hal ini jugadiedj negara berkembang
yang semakin menonjol tingkat perekonomiannya. dtrdwalan infrastruktur
negara-negara tersebut tumbuh dan berkembang gakah waktu yang
relatif cukup singkat. Semakin banyaknya perusaip@ansahaan
berkembang besar dan semakin kompleks. Hal ini ndigeihi dari
perkembangan teknologi yang semakin pesat sertgadekemajuan dari
manajemen perusahaan itu sendiri. Perkembangan gantpkin pesat
membawa implikasi pada persaingan antarperusali®Emsahaan dituntut
untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan j&nyer agar tetap
bertahan dalam persaingan yang kktkra globalisasi juga menyadarkan
perusahaan-perusahaan milik negara untuk berjuamgperoleh keuntungan
dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahadak thanya
mengandalkan peraturan pemerintah dan undang-undaelginkan harus
bersaing dengan perusahan-perusahaan swasta.

Dalam dunia bisnis, bagaimana cara perusahaan oénge

perusahaannya merupakan tuntutan global. Dengaaksaglakan tata kelola

'Ratih Sukma Pratiwi, “The Effect Of Application @ood Corporate Governance On
Financial Performance Measured By The Economic &aldded”, artikel terdapat dalam
http://library.gunadarma.ac.id, 13 Juni 2012, 1208 1




(Corporate Governangemaka akan tercipta manajemen perusahaan yang
mampu menunjukkan kinerja yang baik.

Selama sepuluh tahun terakhir ini, istila@Bood Corporate
Governance(GCG) kian populer dan ditempatkan di posisi temar Hal
itu, setidaknya terwujud dalam dua keyakifaPertama, GCG merupakan
salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbumeaguntungkan dalam
jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingaus lglobal terutama
bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekatignjadi terbuka.
Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia daneAka Latin yang
diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCGtirlggmya penerapan
GCG dalam suatu perusahaan baru diakui oleh bapiyek setelah terjadi
skandal korporasi terbesar pada beberapa perusabksasa di Amerika
sepertiEnron Corporation, Health South, Tyco, dan WorldCgamg telah
menurunkan tingkat kepercayaan investor dan puéthadap perusahadn.

Selain itu, perusahaan-perusahaan semakin banyghkreng pada
modal ekstern (modal ekuiti serta pinjaman) unteknpiayaan kegiatan-
kegiatan perusahaan, melakukan investasi dan ntakaip pertumbuhan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan kepdd&k penyandang
dana ekstern bahwa dana-dana tersebut digunakaragepat dan seefisien

mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertigdag terbaik untuk

2 Violetta Jingga Tadikapury, “Penerapan Good CafofGovernance (GCG) Pada PT
BankXTbkKanwilX” ,terdapatdalamhttfirepository.unhas.ac.id/bitstream/handleakripsi%20pd
f%20vio.pdf...11 Agustus 2012, 11.41m 16

® Ridwan Khairandy dan Camelia Maligood Corporate Governance Perkembangan
Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalamspektif Hukum Cetakan pertama, Total
Media, Yogyakarta, 2007, him.153



kepentingan perusahaan. Kepastian seperti ini idderoleh sistem tata
kelola perusahaamgrporate governandé

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha saat inipalean suatu
tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut defagt eksis dalam
persaingan globalMasalah aspek hukum merupakan hal yang pentiregrdal
penerapan GCG, terutama di Indonesia. Perusahaam digelola dengan
baik adalah perusahaan yang memibkiategic planjangka panjang dan
untuk itu perlu memperhatikan kepentingan berbpgek yang terkait, baik
secara langsung maupun tidak langsung, internal aksternal. Dengan
adanya corporate governance maka pengelolaan perusahaan harus
memenuhi standar usaha dan memenuhi prinsip-prinsi@gnajemen
sebagaimana seharusnya berjalan pada sebuah pemfah

Di Indonesia, penerapan GCG dikatakan belum bdygitki meskipun
GCG merupakan solusi untuk menciptakan kegiatansbéra yang kondusif
dan dapat menghindarkan segala bentuk skandalameautdi Indonesia
dengan budaya korupsi yang tinggi. Hal ini sesuangan studi yang
dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia, sepBdoz-Allendan Hamilton,
McKinseydan Bank Dunia terhadap kinerja perekonomian ledianyang
menyimpulkan bahwa praktik GCG di Indonesia masihdah’ Selain itu,
masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GC@&dmongan regulasi

dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yaegganggap prinsip

4 Adrian Sutedi, S.H.,M.H,Good Corporate GovernanceCetakan pertama, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011, him.6-7

® Ridwan khairandy dan Camelia Malip.Cit, him.2
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tersebut sebagai bagian dari kultur perusafia&tal ini dikarenakan

penerapan GCG di Indonesia dipengaruhi oleh fdigtor budaya dan

historis. Hal tersebut berakibat sebagian besauspbaan-perusahaan di
Indonesia berdiri dalam bentuk perusahaan keluarga.

Sebagaimana di dalam Pasal 33 Undang-Undang DasamT1945
yang menyatakan memajukan kesejahteraan bagi behakyat. Hal ini
merupakan tugas konstitusional bagi seluruh kompda@gsa. Dalam kaitan
di atas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguassmruh kekuatan
ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral puaumelalui kepemilikan
negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengarsudakntuk memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmurant.réa@an Usaha Milik
Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar Iimgaldberasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan satahpséaku ekonomi
dalam sistem perekonomian nasional, di sampingausafasta dan koperasi.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasia Hoperasi
melaksanakan peran saling mendukung berdasarkamkdasn ekonomi.
Keberadaan BUMN dipertegas dalam Undang-Undang Noh® Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN yangnmenyai peranan
dalam penyelenggaraan ekonomi untuk mewujudkan jdeseaan
masyarakat dalam pelaksanaannya masih belum lregatara optimal. Hal
ini dikarenakan dalam mencapai tujuan awal sebagan pembangunan dan

pendorong terciptanya korporasi, dicapai dengagabigmng relatif tinggi.

8 Ibid, him. 157



Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, separtipak pada rendahnya
laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal ydtagnamkan. BUMN
belum sepenuhnya dapat menyediakan barang danésauwang bermutu
tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangleata belum mampu
berkompetisi dalam persaingan bisnis secara gloBalain itu, karena
keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagdopor/perintis
maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta hegamb¢lum sepenuhnya
dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan harapesebut, maka
perlu pengurusan dan pengawasan yang dilakukamaspcafesional yang
diwujudkan dengan menerapkan GCG dalam lingkungaMIB.
Implementasi GCG dalam BUMN didasarkan pada Pexathtenteri BUMN
Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Eelang Baik
(Good Corporate Governancppda BUMN.

Seiring dengan adanya otonomi daerah, berdasarkdang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraka rbardasarkan
Pasal 177 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, makgeb bahwa
pemerintah daerah dapat memiliki BUMD vyang pembanty
penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau Emdnnya ditetapkan
dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berpedomaa padaturan
perundang-undangan. Hal ini yang menjadikan dasabpntukan BUMD.

Dasar hukum dari pembentukan BUMD tersebut berdasddU No.

5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, PeratweatefiDalam Negeri



Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan UBdilika Daerah., dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 19&htang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. BUMD diblerdangan tujuan
untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui gmelayjasa kepada
masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum damngkatan
penghasilan pemerintah daerah. Atas dasar tujusebig, maka BUMD
terbagi menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Dag@?&f) dan Perseroan
Terbatas (PT). Kedua bentuk BUMD tersebut, mempiuiyeysi dan tujuan
masing-masing. Perusahaan Daerah bertujuan untukbar&kan pelayanan
jasa kepada masyarakat dan memperoleh keuntungatalbla perusahaan
yang berfungsi untuk meningkatkan PAD serta peraealsendiri. Sementara
itu, Perseroan Terbatas bertujuan untuk mempeka@ehtungan semata yang
berfungsi untuk meningkatkan pendapatan perusateatiri.

BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usahauyaga keuangan
dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air b@8&/AM) dan berbagai
jasa dan usaha produktif lainnya pada industridggangan dan perhotelan,
pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakanlaiastain ®

Dalam BUMN maupun perusahaan swasta sangat diamuuktuk
menerapkan GCG sebagai dasar operasional usahahspbsahaan maka
BUMD juga dianjurkan untuk menerapkan GCG yang dgrldalam lima
prinsip yaitu akuntabilitas, keterbukaan, kemaidiripertanggungjawaban,

dan keadilan. Kelima prinsip GCG tersebut haruskdhnakan secara

° Rustian Kamaluddin‘Peran Dan Pemberdayaan BUMD dalam Rangka Penitayka
Perekonomian Daerah"artikel pada majalah Perencanaan Pembangunain28d2001, him 1



simultan agar tercapai GCG pengelolaan perusahaamg yoptimal.
Khususnya prinsip keterbukaan atau (yang selargutdisebut prinsip
transparansi) yang tergolong masih rendah pelaksaya di Indonesia.
Prinsip transparansi mengharuskan pengelolaan agleaae dapat
memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akdi@t tepat
dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyarigktang perusahaan
termasuk keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepgimam dari sebuah
perusahaan. Prinsip transparansi penting untukagiken oleh perusahaan
pada umumnya karena bertujuan untuk mencegah itgrgadpenipuan.
Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsigparansi ini, maka dapat
diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang sahamvestor atau
stakeholdetidak memperoleh informasi atau fakta materialgyada'°

Dari segi substansial, transparansi memampukan ikpulhtuk
mendapatkan akses informasi penting yang berkaltrgan perusahaan.
Dari segi yuridis, transparansi merupakan jaminagi thak publik untuk
terus mendapatkan akses penting dengan sanksi umotbatan atau
kelalaian yang dilakukan perusahaan, memberikaorrrdsi yang salah dan
setengah benar berkaitan dengan kualitas informanya, informasi yang
disampaikan tidak benar atau tidak akurat. Karenasip transparansi
merupakan prinsip yang substansial dalam sebualsgigaan, maka perlu

dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap petaksa prinsip

1% Ridwan khairandy dan Camelia Mali®p.Cit him 78



transparansi dalam perusahaan di Indonesia khusupagusahaan milik
negara.

Sebagai perusahaan daerah, maka akan sangat pap#htga telah
diterapkan prinsip-prinsip GCG khususnya prinsi@ngparansi untuk
mencapai kesejahteraan sosial. Hal tersebut, jugatujban untuk
menghindari adanya korupsi di tingkat daerah yaedasg marak di
Indonesia saat ini. Oleh karena itu, sangat digariypula adanya pengkajian
yang mendalam terkait langkah hukum dalam pelaksangrinsip
transparansi agar dalam prakteknya dapat berjatoara efektif dan
berkesinambungan dengan prinsip-prinsip GCG yang la

Sebagai salah satu BUMD, maka PDAM (PerusahaanabDagir
Minum) sangat ditekankan untuk menerapkan prinsipsgpp GCG secara
sinergis. PDAM merupakan salah satu institusi yiaggda di bawah kendali
Walikota yang memiliki fungsi strategis dalam medshig&an kebutuhan dasar
bagi warganya yakni air minum atau setidaknya arsib. Produk dari
PDAM merupakan produk yang menguasai hajat hiduangrbanyak
sehingga penting adanya prinsip transparansi selbedadari masyarakat
atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk memekbrtakta material dan
informasi secara terbuka, tepat dan akurat.

Kinerja PDAM dalam menyediakan air bersih untuk apglgan
merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan PatabriKota karena

pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan bagjawga sekaligus



untuk menentukan kualitas pelayanan. Disinilah rlifgan adanya
pelaksanaan prinsip GCG.

Kebutuhan air yang semakin meningkat mendorondp letg@nguatnya
nilai ekonomi air dibandingkan nilai dan fungsi isdrsya. Kondisi tersebut
berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ant&tae antar wilayah, dan
berbagai pihak yang terkait dengan sumber daydsrsi lain, pengelolaan
sumber daya air yang lebih bersandar pada nilan@ko akan cenderung
lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mieaiggan fungsi sosial
sumber daya air. Oleh karena itu, perlu adanyasspamansi sehingga tujuan
dan harapan dari BUMD sebagai perusahaan daerabk umencapai
kesejahteraan sosial dapat tercapai.

PDAM Tirtamarta sebagai salah satu BUMD di Yogy&katelah
memiliki 33.535 pelanggan dengan menjangkau 14 rkatan di lingkup
Kota Yogyakarta dan 45 kelurah&nHal ini menuntut PDAM Tirtamarta
Yogyakarta untuk meningkatkan kinerja perusahaanBgherapa fakta yang
terjadi, PDAM mulai kekurangan air bersih, sehinggalu adanya pasokan
air bersih dari daerah lain. Apabila hal ini tidségera terealisasikan, maka
hak dari pelanggan sebagai konsumen PDAM akanrtgggaSelain itu, dari
pihak pelanggan, ada keluhan mengenai seringnyRDM yang mati serta
keruhnya air di musim kemarau. Hal ini dinilai olgelanggan sebagai

penurunan kualitas pelayanan PDAM, namun biayd&gyang dibebankan

1 Tedy Setiadi dan Atk Sri MuryantiPembangunan Sistem Informasi Layanan

Pelanggan Di PDAM Tirtamarta Berbasis SM&tikel pada jurnal informatika, vol 2, no. 1,
Januari 2008, him 168



10

tetap sama® Di samping keluhan tersebut, dikhawatirkan jugdapPDAM
Tirtamarta Yogyakarta untuk memperhatikan masakpipaan yang rawan
akan kebocoran. Hal ini merupakan hak bagi pelamggBAM sebagai
konsumen untuk memperoleh informasi dari pihak PDA&bagai upaya
memberikan pelayanan yang baik terhadap konsdfreelayanan yang baik
ini merupakan ukuran dalam menilai kinerja peruaahdalam mengelola
perusahaan dengan menerapkan prinsip transparabhaga bagian dari
prinsip GCG.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memiédadangan untuk
melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN PRINSIP
TRANSPARANSI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN DARI PRINSIP
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN

PDAM KOTA YOGYAKARTA*

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makasan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan prinsip transparansi dalagefmaan PDAM
Tirtamarta Yogyakarta?
2. Apa langkah hukum pelaksanaan prinsip transparadaiam

pengelolaan PDAM Tirtamarta Yogyakarta?

12 http:/ljogja.tribunnews.com/2012/07/05/air-pdaiketa-yogya-kerap-mati-

dan-keruh, 21 Oktober 2012, 20.06

13 http://pdam-tirtamarta-yogyakarta-ultah-ke-40.hténDktober 2012, 11.25
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam pgi@& hukum ini antara
lain:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip transparatandpengelolaan
PDAM Tirtamarta Yogyakarta.
2.  Untuk mengetahui langkah-langkah hukum pelaksangaimsip

transparansi dalam pengelolaan PDAM Tirtamarta “éd&gyta.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah Tata Kelola atau Tata Pemerintahan Perwsalth Indonesia
merupakan terjemahan da@dérporate Governance”Secara etimologis kata
“Governancéberasal dari bahasa Perancis kufmtivernancéyang berarti
pengendaliancontrol) atauregulateddan dapat dikatakan merupakan suatu
keadaan yang berada dalam kondisi terkentladi $tate of being governed
Corporate Governancedapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang
mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolasapaan berlandaskan
peraturan perundang-undangan dan etika berd8aha.

Menurut The Organization for Economic Cooperation and
Developmen(OECD), tata kelolgCorporate Governancejapat dikatakan

bahwa pengelolaan perusahaan yang baik adalah mehgpada adanya

% peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Teery Penerapan Tata Kelola
Yang Baik(Good Corporate Governancppda BUMN, pasal 1 huruf a
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hubungan antara pihak manajemen, direksi, pemeggimgm, dan juga pihak

lainnya yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dengan menengpiasip-prinsip
GCG akan membangun dan memulihkan kepercayaan rakayderhadap
perusahaan. Hal ini karena adargfeeck and balancenelalui pengelolaan
dan pengawasan perusahaan.

GCG merupakan sarana yang penting bagi perusatzam dangka
value creation karena adanya faktor-faktor transparansi dalam
pengelolaannya. Pentingnya GCG menurut Erman Rlegagjuseorang pakar
ekonomi didasarkan atas tiga alasan yHitu:

1. Etika menjadi sumber standar tingkah laku individitandar etika
berasal dari standar moral dari dalam individu ditegakkan oleh
individu yang bersangkutan.

2. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang PerseraabatBs dan
Undang-Undang Pasar Modal sudah melindungi hak gange saham
minoritas.

3. Partisipasi pemegang saham minoritas bukan penfjemalais sudah
mulai pada saat perusahaan bermaksud mengambitukepupenting
melalui partisipasi komisaris dan direktur indepamd

Secara ringkas prinsip-prinsip pok@CG adalah keadilatiairness),
transparansi(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas

(responsibility) dan kemandirian (independency). Prinsip-prinsip dasar

!5 Ridwan Khairandy dan Camelia Mali®p.Cit him 62
'8 Budi Agus RiswandiGood Corporate Governance di BUMBetakan |, Total Media,
Yogyakarta, 2008, him 23
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tersebut sifatnya tidak mengikat dan memberikaropeh kepada negara-

negara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaaekeePrinsip-prinsip

tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadilan(fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harmsantesa
memperhatikan kepentingan semua pihak berdasarkas lkewajaran
dan kesetaraaH.

2. Transparangitransparency)
Prinsip transparansi merupakan salah satu unswkpiddam penerapan
GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsgp da@m suatu
perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalato graktik
korporat yang modertf. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan
bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yaatgerial dan
relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipailampemangku
kepentingan.

3. Akuntabilitas(accountability)

Akuntabilitas  adalah kejelasan  fungsi, pelaksanaadan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan ghexaisterlaksana
secara efektif® Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara transparan dan wajar.

*17 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddifasar Modal di IndonesjaEdisi 3,
Salemba Empat, Jakarta, 2011, him.86

18 Ridwan Khairandy dan Camelia Mali®p.Cit him 78

19 peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Teery Penerapan Tata Kelola
Yang Baik(Good Corporate Governancppda BUMN pasal 3 huruf ¢
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4. Responsibilitagresponsibility)
Prinsip responsibilitas (pertanggungjawaban) adeésesuaian di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perunddaggan yang
berlakudan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pringigponsibilitas
lebih dikaitkan dengan tanggung jawab sosial péaesa(corporate
social responsibility)di mana perusahaan sebagai suatu institusi sosial
yang berada di tengah-tengah masyarakat.

5. Kemandirian(independency)

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secafesipnal tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dark pitenapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangam lyerlaku dan
prinsip-prinsipkorporasi yang sehat.
Secara teoritis terdapat beberapa manfaat yangt ahpetik dari
penerapan prinsip GCG diantaranya adafah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptgmmgses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiengerasional
perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanam&egpakeholder.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lehitah dan
rigid yang pada akhirnya akan meningkatkarporate value

3. Mengembalikan kepercayaan masyarakat dan investartuku

menanamkan modalnya di Indonesia.

2% bid, him 86

L peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 Teery Penerapan Tata Kelola
Yang Baik(Good Corporate Governancppda BUMN pasal 3 huruf b

22 Adrian Sutedi, S.H.,M.HOp.Cit, him 69
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Transparansi merupakan terminologi yang sangat iqgentan

fundamental dalam sebuah perusahaan. Transpararigah sebagai:

1. Sifat yang tembus cahaya.

2. Nyata.

3. Jelas atau secara umum memberikan arti tembus pgnda

Prinsip transparansi merupakan prinsip dari GCG gyanengandung
keterbukaan yang harus diterapkan dalam setiagk aipperusahaan yang
berkaitan dengan kepentingan publik dan pemegahgnsaTransparansi
dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan asdedbuka dan
pengungkapan fakta yang akurat serta tepat wakpadee pihak yang
berkepentingan.

Kerangka kerja corporate governance harus memastikan
diungkapkannya informasi materiil perusahaan ydagea dan tepat waktu
antara lain meliputi situasi keuangan, kinerja pahaan, pemegang saham,
dan manajemen perusahaan serta faktor risiko yawoggkm timbul.
Informasi materiil yang perlu diungkapkan melipuntara lain hasil
keuangan dan usaha perusahaan, pemegang saham amggataboard of
directorsdan eksekutif, risiko yang mungkin dihadapi, stomkdan kebijakan
perussahaan serta target yang ingin dicapai. Slaiperusahaan juga harus
melakukan penyebaran informasi secara fair, te@dtwy dan murah bagi
pengguna atau dalam hal ini masyarakat fdaduntuk menjaga kualitas

informasi yang akurat dan wajar, maka penyusunpordm tertentu yang

Bbid, him 46
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memuat informasi tertentu seperti laporan keuarnggams dilakukan oleh

pihak independen yang profesioAal.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1999 datarign
undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangesional
(Propenas) Tahun 2000 — 2004 adalah bahwa perwujattamomi daerah
dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antahdadifaksanakan
melalui berbagai arah kebijakan, utamanya adalah:

(a) mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyatabeldanggung
jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, sembadai lembaga
ekonomi dan masyarakat di daerah;

(b) melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih utartentang
berlakunya otonomi daerah bagi daerah provinsirata&abupaten dan
kota serta daerah pedesaan; dan

(c) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat daahdaecara adil
dengan mengutamakan kepentingan daerah yang leli& melalui
desentralisasi perizinan dan investasi serta pelagel sumber daya di
daerah.

Dalam hubungan ini, sebagai sumber-sumber penermintkzeerah
keseluruhannya dalam pelaksanaan otonomi dan dalssai ini adalah:

(@) Pendapatan Asli Daerah;

(b) Dana Perimbangan;

(c) Pinjaman Daerah

24 Ridwan Khairandy dan Camelia Mali®p.Cit him 132
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(d) Dan Lain-lain Penerimaan yang sah.

Sumber PAD tersebut meliputi:

(a) hasil pajak daerah;

(b) hasil retribusi daerah;

(c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekaya@natalainnya yang
dipisahkan dan

(d) lain-lain PAD yang saft

Selanjutnya, khusus untuk perusahaan daerah setmyai
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun #96ang Perusahaan
Daerah, maka definisi dari perusahaan daerah adalaba perusahaan yang
didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang mogalantuk seluruhnya
atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah djpisghkan, kecuali
jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undadgng. Perusahaan
daerah didirikan dengan peraturan daerah dan kefbbadan hukum.

Tujuan dari perusahaan daerah adalah untuk turiat selaksanakan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekoasiomal pada
umumnya. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan rakyah #asejahteraan
rakyat serta meningkatkan pendapatan daerah khysudan pendapatan
negara pada umumnya. Hal tersebut dapat terlihet sifat perusahaan
daerah yaitu:

a. Memberijasa;

b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum;

%5 Rustian Kamaludirpc.cit



18

c. Memupuk pendapatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menkagka
kesejahteraan serta pendapatan daerah perlu agemyagkatan kinerja
pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD laliaperusahaan
daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari usali&a daerah selain
Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Dadem Bank
Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomtathd8in 1998
tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah disebutka@mva bentuk hukum
BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) ataurBans@&erbatas (PT).
Khusus untuk perusahaan daerah maka berlaku pamatperundang-
undangan tentang perusahaan daerah. Di dalam BU@rit dari dua
pengurus Yyaitu:

a. Direksi;

b. Badan pengawas.

Kedua pengurus BUMD tersebut, memiliki tugas damwamangnya masing-
masing. Direksi adalah pengurus BUMD yang memiltkigas untuk
memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDdmtindak selaku
wakil dari BUMD tersebut. Sementara itu, badan p&as bertugas untuk
mengawasi kegiatan operasional BUMD dan dapat ntanpertanggung
jawaban dari direksi apabila terjadi penyalahgunaewenang dari direksi.

BUMD mempunyai fungsi dan peranan yang “dibebankkepada

dan dilaksanakan oleh BUMD, utamanya adalah:
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(@) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonodan
pembangunan daerabh;

(b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;

(c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang;usaha

(d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentmgaik, dan

(e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurangndimswasta.

Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD skisnya
sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka sapguBUMD dituntut
agar lebih profesional dan lebih efisien dalam ksdaakan usahanya.
Tuntutan yang demikian, dapat terwujud dengan nagkan dan
melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Mochtar Kusumaatmaja mencatat bahwa hukum sebag@nas
pembangunan dapat berfungsi sebagai alat (pepgaiau sarana
pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan rearkes arah yang
dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. mDakanteks
perusahaan, berarti hukum berperan penting tidagehterhadap pemegang
saham(shareholders) tetapi juga mengatur berbagai pih@takeholders)
dalam kegiatan korporasi agar berjalan sesuai aekgador keadilan sosial,
selain untuk menjamin bahwa perubahan itu terjachs teratut®

Untuk membuatcorporate governancéerfungsi, diperlukan aturan
mengikat yang bersifateward-punishmentyang dibuat sedemikian rupa,

sehingga berdampak pada tegaknya prinip-prinsip G@@usnya prinsip

% Oky Syeiful R.HarahapTanggung Jawab Sosial Perusahaaattikel tanggal 11
April 2006
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transparansi. Hal ini dapat mengarahkan direksiugaraan, manajer,
karyawan, serta pelaku-pelak@Good Corporate Governancdainnya

(pemerintah dan masyarakat) berperan sesuai demgaratifnya.

E. Metode Penelitian
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelliislum empiris.
Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukumgyanengkonsepsikan
hukum sebagai perilaku ajeg dan/atau hukum sela#gainteraksi sosial.
1. Objek Penelitian
Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan tdigdiu dikaji yang
memberikan informasi atau data penelitian yang akignnakan untuk
menjawab permasalahan penelitian. Objek dalam pi@nehi antara lain:
a. Proses pelaksanaan prinsip transparansi dalam |pksge PDAM
Kota Yogyakarta;
b. Langkah hukum dalam pelaksanaan prinsip transpardatam
pengelolaan PDAM Kota Yogyakarta;
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau oseamgy dipilih oleh
peneliti untuk memberikan informasi atau keterantgmhadap masalah
yang diteliti. Penelitian ini menentukan beberap@jek untuk diteliti,
antara lain:
a. Dewan Pengawas PDAM Tirtamarta Yogyakarta

b. Direktur Utama PDAM Tirtamarta Yogyakarta
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c. Karyawan PDAM Tirtamarta Yogyakarta
d. Pelanggan PDAM Tirtamarta Yogyakarta
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2a)djenis, yaitu data
primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer diperoleh peneliti secara langsung dasil subjek
penelitian yang berupa hasil wawancara dan observas
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak lamgs melalui
kepustakaan dan dokumen. Sumber data sekundet tenditiga bahan
hukum yaitu:
A. Bahan hukum primer:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1%98aing
Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1i@98ang
Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekaber
penjelasan mengenai bahan hukum primer, melipkii bonakalah,
hasil penelitian, buletin, surat kabar, hasil semidan lain-lain

yang berhubungan dengan penelitian.
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C. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus ekgndan
ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dapat dilakukan dengan cara:

- Wawancara langsung/interview, yaitu melakukan waaean
kepada subjek penelitian mengenai hal-hal yangditark dengan
objek penelitian.

Data sekunder dapat dilakukan dengan cara:

- Studi kepustakaan yakni mengkaji dan menelusuriatpean
perundang-undangan atau literatur yang berhubundamgan
permasalahan penelitian.

5. Pendekatan yang Digunakan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-atifmyaitu
pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum p¢aundang-
undangan yang berlaku.
6. Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti n&igdata yang
diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkaralisis deskriptif
kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikaan dnenyusun
secara sistematis sesuai dengan tujuan peneliteun memaparkan
keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkanfdlid aktual

yang terjadi sekarang.
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F. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika memuat suatu keagpgkikiran yang
akan dituangkan dalam bab-bab (bagian pokok) skdas disusun secara
sistematis, serta memuat alasan-alasan logis tgmtateri yang akan ditulis
dalam bab-bab tertentu dan keterkaitan antarabsdtulengan bab yang lain.

BAB | PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakangasalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pastdrta metode penelitian.

Latar belakang masalah menguraikan tentang aksaan peneliti dalam
mengambil judul penelitian dan mengangkat masalalh s$ebagai
penelitiannya. Pada bagian ini diuraikan pula tegtapa yang menjadi tema
pokok permasalahan, mengapa dipermasalahkan, genguraian realitas
objektif yang memberikan penjelasan mengapa suaumasalahan itu
muncul yang akan mengkaji tentang kesenjangan aandaglita dan realita
(das sollen dan das seij. Rumusan masalah dalam penelitian ini
menguraikan tentang permasalahan hukum yang muwang dituangkan
dalam kalimat tanya. Sedangkan tujuan penelitiamgaa erat kaitannya
dengan rumusan masalah dan bersifat khusus. Tupemrelitian ini
dirumuskan dalam kalimat pernyataan dari penebingy menggambarkan
tentang apa yang akan diperoleh dari penelitian.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menguraik@mtang kajian
peraturan perundang-undangan, doktrin, putusanmaséendapat ahli dan
teori-teori yang relevan dengan objek yang akaglititTinjauan pustaka ini

juga dikhususkan untuk menjawab permasalahan pi@nelyang sifatnya
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masih sementara sehingga perlu pembahasan lebjnt laalam bab
selanjutnya sebagai dasar penguat argumen terSsmgngkan yang terakhir
adalah metode penelitian. Metode penelitian merigpmatentang objek dan
subjek penelitian yang akan dikaji, sumber datagyaiperoleh, teknik
pengumpulan data, pendekatan yang digunakan,msgolahan dan analisis
data.

BAB Il TINJAUAN NORMATIF PRINSIP-PRINSIP GCG DAN BMD.
Bab Il ini menguraikan tentang teori-teori yangakpi untuk menganalisa
masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip G@B klonsep tentang
BUMD.

BAB Il PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI SEBAGAI
UPAYA PENEGAKAN PRINSIP GCG DALAM PENGELOLAAN PDAM
KOTA YOGYAKARTA. Bab Il ini memberikan penjelasanentang
pelaksanaan prinsip transparansi beserta langkaimhyang diterapkan oleh
PDAM KOTA YOGYAKARTA. Dalam Bab Il ini, peneliti nenyajikan
data-data yang telah diperoleh dan diolah oleh Igeselama melakukan
penelitian kemudian dianalisis oleh peneliti, sghm dapat menjelaskan
secara normatif dan empiris tentang pelaksanaamsipritransparansi di
PDAM KOTA YOGYAKARTA.

BAB IV PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan sarKesimpulan
menguraikan tentang jawaban atas permasalahan tgdaiy diteliti yang
menjadi objek penelitian setelah dianalisis. Samenguraikan tentang

rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam peneiiti.



